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~-Mengingat  : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun‘ 1950

| saumaN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

S PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 106 TAHUN 2021

-TENTANG i

KEDUDUKAN ’SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN

SERTA TATA KERJA DINAS

 ANAK, PENGEND’ALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
o DENGAN‘ RAHMAT TUHAN Y’ANG‘, MAHA ESA.

BUPATI‘ "KARA.NGV’ANYA'R; y

o Menlmbanga bahwa urusan . pemermtahan bldang pemberdayaan_

|

perempuan ‘dan perhndungan anak serta’ b1dang

: pengendahan penduduk dan’ keluarga berencana Ly

F
d11aksapakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

E : _
I’Derlindungan Anak, Pcngcndalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,;

|

’~ b. bahwa guna kelancaran dan ketertlban penyelenggaraan b

, |
it

dan fung31 serta tata kerJa,_ Ly

C. bahwa ‘berdasarkan pert1mbangan sebagalnﬁanav; ; 

|

|

}eraturan Bupat1 tentang Kedudukan Susunan_'

"Organisasi, Tugas dan Fungs1 serta’ Tata Kerja Dmas‘ |

|

Pemberdayaan Perempuan Perhnduncan Anak,

«Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana

e

.
Pembentukan Daerah daerah Kabupatén kdalam*:

.f”fngkungan Prov1n31 J awa Tengah

' [Pemerlntahan Daerah maka perlu dlatur struktur, tugas s

S dlmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan e

tentang - :



Menetapkan :

2. Unde}uig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 558'.7), sebagaimana

_ tt&:lahz diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Perat:\uran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peraﬁlgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

o Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
'dlubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun

'2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemermtah'v

§

| .'Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402); | A
Peratufan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nom?r 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan :
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tenta\ng Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kara\ngan’y'ar ‘Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukén dan Susunan = Perangkat Daerah
Kabdpaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Kara‘rjiganyar Tahun , 2019 Nomor 22, Tambahan
Lemﬁaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 113);

1

MEMUTUSKAN: |

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
‘ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA | |

R

S

|



BAB I
\ KETENTUAN UMUM
\ _

|

‘ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dzmaksud dengan:

1.
2,

10.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

‘Per‘nermtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

per;iyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

ke\’;vénangan Daerah otonom.

| Bupatl adalah Bupati Karanganyar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Defwan Perwakilan  Rakyat Daerah dalam

pejnyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.
L

Sekretarls Daerah adalah Pimpinan dar1 Perangkat
Daerah unsur Pembantu leplnan Pemerintah Daerah
yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
D1nas Pemberdayaan Perempuan, Perlmdungan Anak,
Pe’ngendahan Penduduk dan Keluarga Berencana yang
selanjutnya disingkat DP3APPKB adalah Perangkat
Daerah yag melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pe‘:mberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta
b1dang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
K’epala‘Dmas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah
DP3APPKB. |

Lfnit Peiaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat -
UPI‘D adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur
tekms penunjang tertentu DP3APPKB.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
b)erisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
angsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Subkoordmator adalah pejabat fungsional Ahli Muda

yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta

pengelolaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam

suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan

perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja
1nstan31 ‘

f,,
|-
}
|




BAB'II

;KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

\ ,
\ v
g Pasal 2

DPSAPPKB d1p1mp1n oleh Kepala Dlnas yang berkedudukan
di baw‘ah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui

Sekreta{ms Daerah
]

I
| Pasal 3‘
(1) Suéunan organisasi DP3APPKB terdiri dari:
a. Kepala Dinas;- |
b. 1Sekretariat membawahkan;
%1 Subbaglan umum; dan
|

2 Kelompok Jabatan Fungsional.
c. @ Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan

}Penggerakan, membawahkan kelompok Jabatan

5 Fungsional;

! . : _
d. |Bidang  Keluarga Berencana, membawahkan
| : :
- ' kelompok Jabatan Fungsional,
| R ;
e. |Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
!

| membawahkan kelompok Jabatan Fungsional,

f. : Bidang Pemberdayaan Perempuari dan Perlindungan
\ Anak;
g lUP’I‘D ‘dan
h. | Kelompok Jabatan Fungsmnal
(2) Bagan susunan organisasi DP3APPKB sebagaimana

ter;cantum ‘dalam'.Lamp‘irari yang merupakan bagian

ya#lg’tidak tcrpisqhkan dari Peraturan Bupati ini.

!
!
|
3
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
\
|
|
|




BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

|

_I

|

\

l
-
} Kepala Dinas
|

|

0

|

Pasal 4
\

Kepala;Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

. melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
‘ | ) »
perempuan dan perlindungan anak, serta urusan
b :
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
‘[ . \ - .

berencfcma yang ‘menjadi kewenangan Daerah dan tugas =

‘ pemba]ntuan yang ditugaskah Bupati.
.

| .
" pasas

Dalamg gnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pez%umusari kebijakan  di bidang Pengendalian
Per]xduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga}
Be[rencana, Ketahananlr dan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta
Keéekretariatw; 1 '

b. pelfa‘ksanaan koordinasi  kebijakan di = bidang
Pe#gendalian Penduduk, Penyuiuhan dan Penggerakan,
Keiuarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
: Ke;luarga' serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
 Anak;

c. peiaksanaan kebijakah di bidang Pengendalian
Pehduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga
Be{rencana, Ketahanan dan‘Kesejahteraan Keluarga serta
Peimberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
i Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,
Kéluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Kezluaréa’ serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan |
Aﬁak; !




e. pela‘ksanaan fungsi Kesekretariatan;
f. penéendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
-g. pelaj\ksanaén tugas lain sesuai dengan tugas dan
funésinya. |
|

Bagian Kedua

|

% o | . Sekré;,-tariat

} H ' £

% » ‘Pasal6

(1) Sekretariat -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala
Din{asj.' : ‘ -

(2) Sek}:retariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah
dar;1 bertariggung jawab kepada Kepala Dinas.

N ;
l Pasal 7 )
Sekret;ris mempunyai tugas melakukan perumusan
rencan{a dan . pelaksanaan kebijakan, pengoordinaysian,’
' pemahftauaﬁ, _evaluasi,*1 pelaporan meliputi pembinaan

ketataPsalfxaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,

kerjasama; kearsipan,. dokumen keorganisasian dan

ketatajlaksén&an, kehumasan, kepegawaian, pelayanan
admin;istrasi. ‘ ' |

; ‘ Pasal 8
Dal_am; melaksanakan tugaS sebagaimana dimaksud dalam '

Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pe!ngoordinaslian kegiatan;

b. peingoordinasian dan pehyusunan rencana dan program
kerja; -

c. pe}nbinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

"me‘:liputi ketatausahaan, kepegaw_aian, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasé.ma, hubungan

mésyarakat, arsip dan dokumentasi;

d. pe;ngoordinasian tatalaksana;

|
|
|
&
|




(1)

(2)

. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

pen‘goordinasian peiaksanaan Sistem Pengendalian

‘ Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentas1,
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan
\ . ' . .
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fun'gsinya.
|
|
N :
| Pasal 9

Sul“abagian Umum sebagaimana dimaksud dalam

'Pas;al 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala

Subbaglan yang berada dlbawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Kepala Subbag1an Umum sebaga1mana dimaksud pada |
yaya‘Lt (1) mempunyau tugas‘, mempunyai tugas penylapan
bahan perumusan, pengoordindasian, pelaksanaan,
per&qantéuan, evaluasi serta pelaporan  meliputi
pembmaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,
hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,"
kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan

K
pelayanan administrasi DP3APPKB.

\
[ Bagian Ketiga
‘ §1daﬁg Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
t Penggerakan
| .
} ’ Pasal 10
B1dang Pengendahan Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan merupakan unsur pelaksana pengendalian

penduduk penyuluhan dan penggerakan.

B1dang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di
ba%vah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

|
|




Pasal 11

Kepala, Bldang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
mempunyau tugas unsur pelaksana Pengendalian Penduduk,
Penyulluhan dan Penggerakan.
|
| " Pasal 12
Dalamt melaksanakan tugas‘ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | 11, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuiuhén dan Penggerakan, mempunyai fungsi:
a. pegyuéunan kebijakan ‘ teknis di bidang advokasi,
penyuluhan dan penggefakan Keluarga Berencana;
b. peiaksanaan kebijakan di bidang advokasi, penyuluhan
dah penggérakan Keluarga Berencana
c. pelaksanaan bimbingan teknis advokasi, penyuluhan
dan penggerakan Keluarga Berencana,
d. pefnantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi,
pehyuluhan dan penggerakan Keluarga Berencana; dan

|
e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

\
|
; . Bagian Keempat
| ‘Bidang Keluarga Berencana
‘ .
| -
) Pasal 13
(1) .B1dang Keluarga Berencana merupakan unsur

'pelaksana keluarga berencana

2) Blfiang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala

Bi‘fiang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Ke:pala Dinas.
|

Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dlmaksud

Pasal 14

dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyau tugas unsur pelaksana
bldang Keluarga Berencana.

|
\
|
I



Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas‘.' sebagaimana dimaksud dalam
| _ v .

Pasal 14; Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyal

fungsi:.

a. penyusunan Kkebijakan teknis di bidang Keluarga
Berencana; |

b. pe‘laksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana;

C. peilaksanaan bimbingan teknis Keluarga Berencana;

d. perﬁantauan, evaluasi dan pelaporan di bidahg Keluarga
'Bc}arencana; dan "

e. pélaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan KeSejahte_raan Keluarga

1

Pasal 16

(1)Bidang ‘Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

,rn:erupakan* ‘unsur ~pe1aksana Ketahanan dan

Ktresej ahteraan Keluarga.

(2) Biidang Kétahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin
oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung -

ja’wab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17 '

| v '
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai
i Lo :
tugas melaksanakan tugas unsur pelaksana bidang Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga.:

i

D'alar}n melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18

Pasal 17, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan,

mempunyai fungsi:



JFRTY

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, ‘

b. pelaksanaan kebgakan di b1dang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; | '

c. pelaksanaan blmbmgan teknis ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;
|

d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan ’

e. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
' |-

|
’ .
B , Bagian Keenam

Bldang{ Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak
]

|
1 .
M B1dang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Pasal 19

Anak merupakan unsur pelaksana Pemberdayaan

quempuan dan Perhndungan Anak.

) Bidang Pemberdayaan . Perempuan dan Perlindungan
Anak dipimpin oleh Kepala Bidang}, berada di bawah dan
bé;rtanggung jawab kepada-Kepala Dinas.

!
| |
Kepa}a Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Pasal 20

An'aki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
mem;‘aunyai mempunyai tugés melaksanakan tugas penyiapan
bahan perencanaan pérumusan dan pelaksanaan
kebuakan peman.tauan, Aevaluasi dan pelaporan

Pemlgerdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

§

!
; Pasal 21
Dalam rnelaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 20, Kepala B1dang Pemberdayaan Perempuan dan

Perhr‘ldungan Anak, mempunyai fungsi:
a. p;enyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

|
|

|
|
!




(2)

(1)

pela{ksanaan kebijakan di - bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

| » : '
pelaksanaan | bimbingan teknis Pemberdayaan

Perémpuan dan Peﬂindungan ‘Anak;

perriantauan, evaluasi dan pelaporan di bldang
Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak; dan
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsmya

!

l | Bagian Ketujuh

} UPTD

|

\

R ' Pasal 22

'Un:tuk' melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

‘tugas teknis penurijang Iiada DP3APPKB dapat dibentuk
N

UPTD.
UP%I‘D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin_
ole;h “Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

\ _
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD

di:%tuf dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan

| Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23
Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan berada dibawah dan

’ .bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.

Jumlah Jabatan Fungsmnal sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
be‘bankerja. '

|
E - L ‘ Pas;1 24

Ke{lompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga

‘ fu[ngsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.
| e

!
S
L
\
|




(2)‘Jénjs dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
| o : ) .
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan

perundang-undangan.
|
g
] © Pasal 25
(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk
Subkoordmator paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) -
b1dang / sekretariat.

2y J er}ns dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati

atas usulan dari Kepala Dinas.
| ; | .~ Pasal 26

J abatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung
Jawab\kepada Kepala D1nas melalul Subbagian dan/atau
Bldang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang
, memilriki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan

Fungs:ional.
| |
g - BAB IV
| TATA KERJA
R
BRSO Pasal 27
Kepala Dinas »menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
urusan pemermtahan kepada Bupati melalui Sekretans

Daerah
g
|
‘l , , Pasal 28

Kepalé Dinas membuat usulan analisis jabatan, analisis

beban kerja, dan evaluasi jabatan, Standar Kompeten51

J abatan kepada Bupati.

{ |

| ) o = Pasal 29 _

(1) Kepala Dinas, Sekretafis, Kep;al‘a Bidang, Kepala

Subbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas

mj‘enerapkan prinsip  koordinasi, integrasi,. dan
sirflkronisasi. ‘

\

|
|
i




(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

. Sulgbagian dan Kei)ala UPTD dalam melaksanakan tugas
mejnerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian,
- pefhantauan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Kelyaala Dinas, <S'ekre’~caris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan. Kepala UPTD melaksanakan Sistem
Pehgendalian Inéern Pemerintah (SPIP).

| - Pasal 30

| .
' (1) Kepala Dinas bertanggung jawab  memimpin,
mengoordinasikan ~dan  memberikan pengarahan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
‘ .

(2) Ke%pala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan
dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

déngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| .
o :

\ ‘ Pasal 31

Kepalla Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat

pada ;waktunya.
|
f | Pasal 32
Dalar:n melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib
melakukan koordinasi dengan Camat.
| , -~ BABV
KETENTUAN PERALIHAN
f _Pasai 33
(l) P‘jejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Bupati * i tetap - " menduduki jabatannya’ “dan
rrilelaksanakan tugasnyaﬂsampéi dengan ditetapkannya

b, ' ‘ ‘
p‘ejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

!
|
|
|
|
|
1




|

(2) Pejabat pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduk1 jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan dltetapkannya
jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang
bérlaku

(3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat administrasi

|
di atasnya.

- BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

DPSAPPKB dalam melaksanakan trusan pemerintahan dan
tugafs pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi
bersﬁfat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 35
Keteptuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap

jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

B ) Pasal 36
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyaf Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Kedﬁdukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
pada{ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita

Daer\ah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 100),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




- Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desemfaer 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
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